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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 102 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  

DAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan 

perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri, perlu 

dilakukan penyesuaian terkait perjalanan dinas pindah 

dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan perjalanan 

dinas luar negeri dan dalam negeri sebagaimana diatur di 

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan 

dinas; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian 

terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 

Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan 

Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di Lingkungan 

Kementerian Perdagangan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk 
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Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam 

Negeri di Lingkungan Kementerian Perdagangan; 

 

Mengingat  :   1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja  Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 

tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146); 

  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1190); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG  

PETUNJUK  PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR 

NEGERI DAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang 

dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik 

Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik 

Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. 

2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar 

tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah 

Republik Indonesia untuk kepentingan negara. 

3. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas 

dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat 

kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat 

kedudukan semula berdasarkan Surat Tugas Perjalanan 

Dinas Jabatan.  

4. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dalam 

rangka pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama 

ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat 

keputusan pindah. 

5. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 

negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh 

Undang-Undang.  

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan.  
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7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

CPNS, adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi 

penerimaan CPNS. 

8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia 

yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

9. Pejabat Lainnya adalah pejabat yang diangkat 

berdasarkan Undang-Undang, selain Pejabat Negara.  

10. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, PNS, 

PPPK, dan Pejabat Lainnya yang melakukan Perjalanan 

Dinas termasuk keluarga yang sah dan pengikut.  

11. Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang selanjutnya 

disebut Perwakilan Perdagangan adalah PNS 

Kementerian Perdagangan yang ditugaskan dan/atau 

ditempatkan sebagai perwakilan diplomatik dan 

Perwakilan tertentu yang melaksanakan urusan 

perdagangan, antara lain diplomasi, promosi, dan market 

intelligence di satu wilayah kerja atau lebih di dalam 

wilayah negara penerima atau pada organisasi 

perdagangan dunia.  

12. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja negara dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN) pada kantor/satuan kerja Kementerian 

Perdagangan. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari 

pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 

pada Kementerian Perdagangan. 

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 
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pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan 

dan/atau melakukan tindakan yang dapat 

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 

15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka 

pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, 

PPPK, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain.  

16. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, PNS, PPPK, 

Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang melaksanakan 

Perjalanan Dinas.  

17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 

terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya Perjalanan 

Dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau 

sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas.  

18. Biaya Riil atau at cost adalah biaya yang dikeluarkan 

sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.  

19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya 

Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai biaya Perjalanan 

Dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka 

pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan 

yang berlaku.  

20. Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tertentu 

dimana dilakukan pemeriksaan imigrasi yang diterakan 

dalam dokumen Perjalanan Dinas sebelum meninggalkan 

wilayah Republik Indonesia.  

21. Tempat Kedatangan Di Dalam Negeri adalah kota di 

dalam negeri tempat kedatangan dari luar negeri.  

22. Tempat Kedudukan Di Luar Negeri adalah kota tempat 

satuan kerja/kantor berada di luar negeri. 

23. Tempat Tujuan Di Luar Negeri adalah kota di luar negeri 

tempat tujuan Perjalanan Dinas di luar negeri.  

24. Tempat Tujuan Di Dalam Negeri adalah kota di dalam 

negeri tempat tujuan Perjalanan Dinas dari luar negeri.  

25. Tempat Tujuan Pindah Di Luar Negeri adalah kota 

tempat tujuan pindah di luar negeri.  

26. Tempat Tujuan Pindah Di Dalam Negeri adalah kota 

tempat tujuan pindah di dalam negeri.  
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